
BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

7 a.

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, Kepala daerah menyampaikan
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Aanggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018.

pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

4.



Menetapkan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :

Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
laporan operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Catatan Atas Laporan Keuangan

a.

d.
e.
f.
&.

Pasal 2

Dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Laporan
Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 624.774.868.327,76
b. Belanja Rp. 609.645.899.024,.61

Surplus Rp. 15.128.969.303,15

c. Pembiayaan Rp. 38.376.916.736,79
- Penerimaan Rp. 38.376.916.736,79
- Pengeluaran Rp. -

- Penyertaan Modal Rp. -
- Pembayaran Pokok Utang Rp. -
- Koreksi Silpa Rp. 9.329.683,29

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Rp.53.496.556.356,65



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 sebagai berikut :

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

2)

3)

4)

5)

Rp. 1.154.630.802,68 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp. 625.929.499.130,44

b. Realisasi Pendapatan Rp. 624.774.868.327,76
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 1.154.630.802,68

Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja
sejumlah Rp. 96.283.600.105,83 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaran Belanja
setelah perubahan Rp. 705.929.499.130,44

b. Realisasi Belanja Rp. 609.645.899.024.61
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 96.283.600.105,83

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp. (64.871.030.696,85) dengan rincian sebagai
berikut :

a. Defisit Setelah
Perubahan Rp. (80.000.000.000,00)

b. Realisasi Rp. 15.128.969.303,15
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (64.871.030.696,85)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp. 41.623.083.263,21 dengan
rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan
Pembiayaan Setelah
Perubahan Rp. 80.000.000.000,00

b. Realisasi Rp. 38.376.916.736,79
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 41.623.083.263,21

Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto
sejumlah Rp. 41.623.083.263,21 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan Setelah
Perubahan Rp. 80.000.000.000,00

b. Realisasi Rp. 38.376.916.736,79
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 41.623.083.263,21

Pasal 4

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Neraca adalah
sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 3.138.632.835.625,71
b. Jumlah Kewajiban Rp. 33.810.409.765,33
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 3.104.822.425.860,38



Pasal 5

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufc Laporan Arus
Kas adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal
Per 1 Januari Tahun 2018 Rp. 38.367 .583.652,79b. Arus kas Bersih dari
aktivitas operasi Rp. 167.068.355.548,38

c. Arus kas Bersih dari
aktivitas investasi Non
keuangan (Rp. 152.270.550.706,31)d. Arus Kas dari Aktivitas
Pembiayaan Rp. 0,00

e. Arus Kas dari Aktivitas
Transitoris/Non Anggaran (Rp. 0,00)f. Saldo Kas Akhir
Per 31 Desember 2018 Rp. 53.524.861.916,51

Pasal 6

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Laporan
Operasional adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO Rp. 669.953.768.915,07
b. Beban Rp. 656.197.716.786,78

Pasal 7

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Laporan
Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 2.996.329.822.850,58
b. Surplus/Defisit-LO Rp. 10.584.048.128,29
c. Koreksi ekuitas lainnya Rp. 97.908.554.881,51
d. Ekuitas Akhir Rp. 3.104.822.425.860,38

Pasal 8

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih
Awal Rp. 38.376.916.736,79

b. Saldo Anggaran Lebih
Akhir Rp. 53.505.886.039,94

c. Koreksi SILPA Rp. 9.329.683,29
d. Koreksi SILPA lain-lain Rp. 0,00
e. SILPA setelah Koreksi Rp. 53.496.556.356,65

Pasal 9

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d catatan atas
lapoaran keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pertanggungjawaban
dimaksud pada Pasal 1

Pasal 10

pelaksanaan APBD sebagimana
tercantum dalam LampiranPeraturan Daerah ini, terdiri dari :
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Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII
. Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Laporan Realisasi Anggaran
Ringkasan LRA Menurut Urusan
Pemerintah Daerah Dan Organisasi;
Rincian LRA Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja Dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Belanja Daerah Menurut Urusan
Pemerintah Daerah Organisasi,
Program Dan Kegiatan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Belanja Daerah Untuk Keselarasan
Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutangdaerah;
Daftar Rekapitulasi
Piutang Tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (investasi)
Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan aset
Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Kontruksi dalam
Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kawajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban jangka Panjang;

Penyisihan

b.

i.

j

k.

1.

m



s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan yan
diselesaikan sampai akhir ta
dianggarkan kembali dalam
anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan
Usaha Milik Daerah / Per
Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBI

lanju
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun A
Anggaran 2018 sebagai rincian lebih

2018.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini
diundangkan.
Agar setiap

mulai berlaku pada

orang mengetahuinya,

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 19 Juli 2019

ly, RETARIS DAERAH,

H. SYAHRUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA T
PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (24/4/2019)

memerir
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penemp:
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Ditetapkan di iden
pada tangg 19 Ju

BUPATVTANA TID

DUNSYA


